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PALU, MERCUSUAR - Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sulteng mengalokasikan dana
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
sebesar Rp132 miliar (M) bagi enam ribu
pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemprov.
TPP Sekretaris Provinsi (Sekprov) selaku
eselon | dianggarkan Rp Rp25 juta serta
Kepala Dinas (Kadis) sebesar Rp7 juta,
masing-masing sebelum potong pajak.

Asisten III Bidang
Pemerintahan Setdaprov
Sulteng, Derry Djanggola
mengatakan, dana TPP di
lingkup Pemprov Sulteng
sudah disiapkan dan

_direncanakan realisasi
pencairannya pada Bulan
Maret 2015.

Hanya saja kata Derty,
belum diketahui pasti berapa
nilai rilnya untuk setiap SKPD
karena belum ada pengajuan
dari masing-masing SKPD.

“Makanya dalam waktu dekat
ini sudah diminta setiap
SKPD untuk memasukkan
dokumen pengajuannya,”
ujar Derry ditemui di ruang
kerjanya beberapa hari lalu.
Pemberian TPP itu
katanya, sesuai janji
Gubenur beberapa waktu
lalu karena pertimbangan di
antaranya, banyaknya dana
honorarium yang dipangkas

Baca TAMBAHAN di Hal.7
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dihilangkan. Misalnya, honorarium
tunjangan jabatan, tunjangan istri/
suami, tunjangan pangan, serta
tunjangan lainnya termasuk
tunjangan profesi/sertifikasi dan
uang makan PNS.

Ditegaskan Derry, janji Gubernur
tersebut mengacu pada amanat
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ASN dan Permen 57. Kedua aturan
tersebut mengamanatkan bahwa
pemerintah wajib membayar gaji
yang adil dan layak kepada PNS serta
kesetaraan PNS. Kompensasi gaji
yang diterima PNS hanya terdiri dari
gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan
kemahalan. Gaji adalah kompensasi
dasar berupa honorarium sesuai
dengan beban kerja, tanggungjawab
jabatan dan resiko pekerjaan yang
ditetapkan oleh peraturan perundang
- undangan. Tunjangan kinerja
dibavarkan sesuai pencanaian kineria.

sedangkan tunjangan kemahalan
berdasarkan indeks harga yang
berlaku di daerah masing - masing.
“Sesuai amanat itu, kami
memberikan TPP,” ujarnya.
Ditambahkan, pemberian TPP
ini pun acuannya masih dua versi
yakni, Permendagri dan Permenpan
RB. Tapi pihak Pemprov Sulteng
acuannya Permendagri. Jika
acuannya adalah versi Permenpan
RB, daerah dianggap belum mampu
menelangi karena anggarannya
agak besar serta banyaknya
persyaratan yang harus dipenuhi.
Itupun sifatnya masih sementara
karena harus dikaji lagi, apalagi
masih perlu melihat Pendapatan
Asli Daerah (PAD). “TPP di Sulteng
cukup rendah dibandingkan daerah
lain,” ungkapnya. Namun di luar
dari TPP tambahnya, pihaknya juga
memperhatikan tunianean untuk

kepala daerah di antaranya, selaku
koordinator di bagian perpajakan

. serta tugas-tugas koordinator di

bagian lainnya. Karena Gubernur
juga ada haknya yang selama ini tak
diberikan. Contohnya, Gubernur
Sulsel memperoleh Rp40 juta per
bulannya, bahkan Gubernur Sulut
lebih besar lagi. “Makanya saat ini
sedang dikomunikasikan ke Dispenda
untuk memasukkan SK menyangkut
hak itu. Sehingga, pada saat TPP cair
bisa satu kali jalan penganggarannya.
Ini tidak termasuk non PNS tapi
selaku koordinator dan di daerah
ini kan perlu juga mendapatkan,
makanya SKnya supaya satu kali
jalan,” harapnya.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Sulteng Eda Nurely mengatakan,
pihaknya telah menyiapkan alokasi
aneearan untuk TPP tersebut namun

)

masih diproses. Jika tidak ada
halangan katanya, akan dicairkan
pada akhir Maret tahun ini.

Disinggung tentang besaran TPP
yang tertinggi, Eda membeberkan
TPP tertinggi diterima Sekprov
selaku eselon I yakni, Rp25 juta
per bulan. Selanjutnya, tiga orang
eselon II plus (asisten setda) sebesar
Rpl7 juta per bulan, para Kadis dan
Kepala Badan sebesar Rp7 juta serta
Kepala Biro Rp6,5 juta untuk setiap
bulannya. Itupun akan dikenai pajak
sebesar 15 persen. Khusus eselon ITT
dan IV, pajaknya hanya 10 persen.

Hanya saja Eda belum bisa merinci
TPP secara keseluruhan sehingga
belum diketahui TPP terendah.
“Pastinya semua pegawai bakal
mendapatkan TPP dan ini hanya
diperuntukkan bagi PNS,” jelas Eda
di temui di ruangannya beberapa hari
lalu SAH




